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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ﺍ Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ﺏ Ba B Be 
ﺕ Ta T Te 
ﺙ ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ﺝ Jim J Je 
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ﺡ ḥa ḥ Ha (dengan titik dibawah) 
ﺥ Kha Kh ka dan ha 
ﺩ Dal D De 
ﺫ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ﺭ Ra R Er 
ﺯ Zai Z Zet 
ﺱ Sin S Es 
ﺵ Syin Sy es dan ye 
ﺹ ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ﺽ ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ﻁ ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ﻅ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ﻉ ‘ain ̒ apostrof terbalik 
ﻍ Gain G Ge 
ﻑ Fa F Ef 
ﻕ Qaf Q Qi 
ﻙ Kaf K Ka 
ﻝ Lam L El 
ﻡ Mim M Em 
ﻥ Nun N En 
ﻭ Wau W We 
ﻩ Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
ﻯ Ya Y Ye 
ix 
 
 
 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  
( ̓ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َﺍ fatḥah A A 
ِﺍ Kasrah I I 
 ُﺍ ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َﻱ fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i 
 َﻭ fatḥah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
ﻒﻴﻛ : kaifa 
ﻝ ﻮﻫ : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 َﻱ… /  َﺍ …. Fatḥah dan alif atau 
yā̓̓ 
Ā a dan garis di atas 
ﻱ Kasrah dan yā Ī i dan garis di atas 
ﻭ ḍammah dan wau Ữ u dan garis di atas 
 
Contoh: 
ﺕ ﺎﻣ : māta 
ﻰﻣﺭ : ramā 
ﻞﻴﻗ : qīla 
ﺕ ﻮﻤﻳ : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ﻝ ﺎﻔﻁ ﻻﺍ ﺔﺿ ﻭﺭ : rauḍah al-aṭfāl 
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟﺍ ﺔﻨﻳﺪﻤﻟﺍ : al-madīnah al-fāḍilah 
ﺔﻤﻜﺤﻟﺍ  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 
ﺎﻨﺑﺭ : rabbanā 
ﺎﻨﻴﺠﻧ : najjainā 
ﻖﺤﻟﺍ : al-ḥaqq 
ﻢﻌﻧ : nu”ima 
ﻭﺪﻋ : ‘duwwun 
Jika huruf  ﻯ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــ| ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ﻝﺍ 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
ﺲﻤﺸﻟﺍ : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔﻟ ﺰﻟﺍﺰﻟﺍ : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ : al-falsafah 
ﺩﻼﺒﻟﺍ : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
ﻥﻭﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna 
ﻉﻮﻨﻟﺍ : al-nau’ 
ءﻲﺷ : syai’un 
ﺕﺮﻣﺍ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
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kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ﷲ ﻦﻳﺩ    dīnullāh  ﷲ ﺎﺑ  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 ﻢﻬﻬﻠﻟﺍ ﺔﻤﺣﺭ ﻲﻓ  hum fī raḥmatillāh 
 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
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Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū). 
 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahū wa ta’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
HR  : Hadis Riwayat 
 
 
 
 
 
 
Nama : Nabila 
NIM : 10500113235 
Judul : PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR 
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA 
  
ABSTRAK 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana peran 
Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam memberikan Bantuan Hukum Secara 
Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.Pokok permasalahn 
selanjutnya      faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam memberikan bantuan 
hukum secara cuma-cuma.Penelitian ini tergolong normatif dan kualitatif,dengan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i dan pendekatan 
yuridis,adapun sumber data penelitian adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar dan Advokat-advokat yang bertugas di Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar,selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi,wawancara,dokumentasi dan penelusuran referensi.lalu tehnik pengolaan 
data dan analisi data dilakukan dengan melalui ,reduksi data,penyajian data,dan 
penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian bahwa peranan lembaga bantuan hukum dalam meberikan 
bantuan hukum secara Cuma-Cuma sangat berperan dalam membantu pencari 
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keadilan yang kurang mampu,dan lembaga bantuan hukum Makasssar,tidak 
mempersulit pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang 
mampu.Berasal dari dana yang kurang dimana dalam melayani bantuan hukumyang 
jumlahnya bisa sampai 100 perkara dalam setahun hanya di berikan dana dari 
Kementerian Hukum dan Ham sekitar 35 juta rupiah dalam setahun sedangkan jika 
dihitung dengan dana akomodasi dalam 1 perkara dapat menhabiskan dana paling 
rendah 5 juta rupiah dan paling tinggi 25 juta rupiah tentu saja sangat tidak 
sebanding ,tetapi dalam membantu pencari keadilan Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar tidk terpaku pada dana yang diberikan Kementrian Hukum dan 
Ham,dalam mengantisipasi atau membendungd dana yang sedikit Lembaga 
Bantuan Hukum Makassar berusaha mendapat dana dari, subsidi silang,donor,dan 
Pemerintah Daerah. 
 
Implikasi dalam penelitian ini adalah pemerintah,sebaiknya harus lebih 
memperhatikan pendanaan yang diberikan pada Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar,Agar para advokat tidak kewalahan dalam memberikan bantuan hukum 
secara cuma-cuma kepada pencari keadilan,Sebaiknya pemerintah juga 
menjaminpara aktivis Lembaga Bantuan Hukum seperti para penegak hukum dan 
praktisi hukum lainnya agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 
karena alasan ekonomi . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal,antara lain 
diakibatkan oleh lemahnya sistem peradilannya,buruknya mentalitas aparatur 
hukum,inkonsistensi penegak hukum,intervensi kekuasaan,maupun produk hukum 
i-relevan dan kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman 
hukum masyarakat itu sendiri. 
Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat 
berupa ketidak mengertian masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena 
ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin 
yang dapat diperoeh tanpa bayar,sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya 
untuk mendapatkan layanan hukum,yang kaya ataupun berkecukupan dapat 
menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa 
pengacara  tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan 
hak dihadapan hukum. Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang 
mulia, Karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan 
latar belakang ras,warna kulit,agama,budaya,dan sosial ekonomi.1 
Bantuan hukum merupakan bagian dari profesi hukum advokat yang telah 
dirintis sejak zaman Romawi dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir abad 
kesemblan belas yang lalu. Meskipun begitu, Masyarakat dan bahkan kalangan 
                                                          
1 Morris Ginsberg, Keadilan Dalam Masyarakat,(Bantul:Pondok Edukasi,2003),h.41. 
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profesi hukum advokat masih ada yang mempunyai persepsi yang keliru mengenai 
bantuan hukum. 
Perkembangan dari bantuan hukum ini juga memunculkan suatu Lembaga 
Bantuan Hukum sebagai salah satu gerakan bantuan hukum di Indonesia karena 
cirinya yang sangat dinamik dan juga cara pengelolaannya juga lebih profesional 
dibandingkan dengan pengelolaan di biro-biro konsultasi hukum yang di jalankan 
oleh fakutas hukum baik itu swasta maupun negeri. 
Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah 
masyarakat mengigat prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi dengan sebagian 
besar anggota masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan 
minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga marupakan hambatan dalam 
menerapkan hukum dalam masyarakat,terlebih lagi budaya hukum dan tingkat 
kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah. Lembaga Bantuan 
Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan 
hukum di Indonesia,Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal 
bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. 
Hingga Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai 
macam  bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.2 
 
Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh     
pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang 
menghadapi masalah hukum,dan bantuan hukum  merupakan pelayanan hukum 
                                                          
2 T.Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, (Jakarta,LP3ES,1986), h.15.     
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(legal service) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak 
asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan 
yang tetap..3 
Begitu penting memberi bantuan bagi orang tidak mampu secara ekonomi 
atau tergolong miskin,baik itu bantuan materi maupun bantuan lainnya, termaksud 
bantuan hukum  ,oleh Al- Qur’an telah diatur dalam firman Allah . 
 ِنإ۞ٱ َ 	  ْاودَُ ن
َ
أ ۡُُُ
ۡ
َٱ ِٰَٰ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Terjemahannya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha(Q.S AN-
NISA/4:58)4 
 
Adapun tafsir dari ayat di atas menurut Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa 
seungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat,artinya 
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan seseorang kepada yang berhak 
menerimanya atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan    
berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan 
Tuhanmu, maka jagalah dengan baik,karena merupakan pesan terbaik yang 
diberikannya kepada kalian. Allah selalu maha mendengar apa yang diucapkan dan 
                                                          
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata(Edisi kelima, Yogyakarta:Liberty,1998),  
h.16 
4Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan (Makassar,edisi,2002)h.128 
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maha melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan 
amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum 
secara adil atau zalim masing-masing akan mendapatkan ganjarannya. 
Didalam hadits al-Hasan dari Samurah,bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
 ﻦﻣ ﻦﺨﺗ ﻻﻭ ﻚﻨﻤﺗءﺍ ﻦﻣ ﻰْﻟﺍ  ﺔﻧﺎﻣْﻻﺍ ْﺩﺍ
                                         ﻚﻧﺎﺧ 
Artinya:  
“Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan 
khianati orang yang berkhinat kepadamu”. 
Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia,berupa hak-hak  
Allah terhadap para hambanya,seperti shalat,zakat,puasa,kafarat dan    
lainnya yang kesemuanya itu amanah yang diberikan tanpa pengawasan  
hambanya yang lain.Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba  
dengan hamba yang lainnya,seperti titipan.itulah yang diperintahkan Allah  
untuk ditunaikan.Barang siapa yang tidak melakukannya di dunia maka  
akan dimintai pertanggungjawabannya dihari kiamat,sebagaimana dalam  
hadits: 
 ﻦﻣ ءﺎﻤﺠﻟﺍ ﺓﺎﺸﻠﻟ ﺺﺘﻘﻳ ﻰﺘﺣ ﺎﻬﻠْﻫﺍ ﻰْﻟﺍ ﻕﻮﻘﺤﻟﺍ ﻥﺩﺆﺘﻟ
                       ءﺎﻧﺮﻘﻟﺍ 
Artinya: 
“Sungguh,kamu akan tunaikan hak kepada ahlinya,hingga akan diqishas 
untuk(pembalasan) seekor kambing yang tidak bertanduk terhadap 
kambing yang bertanduk”.5 
 
Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 H ayat (2) 
menentukan bahwa: 
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan”.6 
  
                                                          
5Abdurrahman bin ishaq,Tafsir min ibnu katsir (Jakarta 1998)h.426 
6Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 10 pasal 28 H ayat 2 
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Kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009      
tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum pemberi bantuan 
hukum,untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma maka di dalam 
ketentuan pasal 56 menentukan bahwa: 
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. 
(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak 
mampu.Begitu pula dalam  pasal 57 ayat (1,2,3)menentukan bahwa: 
(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari 
keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum 
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara 
cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara 
perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimakasud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 7 
 
Kemudian ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003    
tentang Advokat pasal 22 ayat (1 dan 2) menentukan bahwa: 
(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
pencari keadilan yang tidak mampu. 
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum 
secara cuma-cuma sebagaimana dimakasud pada ayat (1) ,diatur lebih 
lanjut dengan peraturan pemerintah. 8 
 
Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum pasal 20 menentukan bahwa: 
                                                          
7Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman, bab XI pasal 56-57 
8Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bab VI 
pasal 22 
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“Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran 
dari penerima bantuan hukum dan pihak lain yang terkait dengan perkara 
yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum”. 
Kemudian dalam  pasal 22 ditentukan bahwa: 
“Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta 
pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait 
dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 
20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau di denda 
paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.9 
 
Frans Hendra Winata mengemukakan bahwa sering kali pihak yang miskin 
karena tidak tahu haknya sebagaitersangka/terdakwa,diperlakukan tidak 
adil atau di hambat haknya untuk di damping advokat.Hal ini tentu saja 
sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa yang nantinya diproses di 
Pengadilan,untuk menhalangi hal tersebut,dibutuhkan suatu lembaga atau 
organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegak hukum 
seperti LBH yang mendampingi klien dengan catatan klien yang akan 
didampingi perkaranya lemah secara ekonomi.10 
Menurut saharuddin (53 tahun) Ketua RT 007 Kelurahan  Bantabantaeng 
bahwa: 
“Pada kenyataannya pengetahuan masyarakat tentang adanya bantuan 
hukum secara cuma-cuma sudah ada,melalui sosialisasi oleh  lembaga  bantuan 
hukum ,akan tetapi sebagian masyarakat belum mengetahui dengan benar prosedur 
dan tata cara pendaftaran bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak 
mampu, karna hanya masyarakat yang mempunya jabatan di daerah tersebut yang 
mengikuti sosialisasitersebut, seperti ketua- ketua RT dan RW”11 
                                                          
9Republik Indonesia,Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 
bab VIII-IX pasal 20-21 
10Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,(Jakarta:alex media 
kompuntindo,2000), h.96. 
11Saharuddin (53 tahun), ketua RT 007, kelurahan bantabantaeng,wawancara,Makassar 
06 juni 2017. 
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 Walaupun penyuluhan tentang bantuan hukum telah dilakukan, namun 
pada kenyataannya bantuan hukum masih sesuatu yang asing bagi sebagian 
masyarakat. Di samping itu juga sebagaimana yang telah dibahas, bahkan bagi 
kalangan advokat itu sendiri bantuan hukum secara cuma-cuma masih belum    
terlalu populer. Sebagian besar advokat hanya sebatas tahu dan memahami,namun 
hanya sedikit yang mau terlibat dan tergerak untuk menjalankannya,tidak semua 
advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
pencari keadilan yang kurang mampu atau tergolong miskin.Permasalahan ini 
menurut saya sangat bertolak belakang pada kewajiban yang tercantum dalam 
Undang-Undang Advokat terkait pemberian bantuan hukum belum mengikat secara 
penuh bagi advokat.12 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan 
masalah yaitu: 
1. Sejauh manakah peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam 
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma  ? 
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat peranan Lembaga                          
Bantuan Hukum Makassar dalam memberikaan bantuan hukum secara 
cuma-cuma ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Focus Penelitian 
1. Fokus Penelitian 
                                                          
12Agust Hutabarat,”Bantuan Hukum Dalam Sebuah 
Perenungan”,http//www.compasiana.com,lamasi,Sulawesi (24 juni 2015). 
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Fokus Penelitian ini yakni Sejauh manakah peranan Lembaga bantaun 
Hukum Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pendampingan terhadap 
masyarakat yang memiliki masalah hukum,sehingga terhindar dari perlakuan tidak 
terpuji atau sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. 
2. Deskripsi Focus Penelitian 
Orientasi penelitian ini dibatasi pada pemberian bantuan hukum secara 
cuma-cuma,di samping pemberian bantuan hukum lainnya. Adapun hal yang akan 
diteliti dalam penelitian ini yakni faktor-faktor yang menhambat pemberian 
bantuan hukum secara cuma-cuma, serta sejauh mana peranan Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
masyarakat yang kurang mampu/miskin. 
Penelitian mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam 
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan penelitian yang 
ditujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang salah satu kewenangan  
yang mempunyai peranan dalam meberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 
kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu atau sekelompok orang miskin. 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan sebagai dukungan teori dari berbagai 
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian.        
Sebelum melakukan penelitian mengenai peranan Peranan Lembaga Bantuan 
Hukum dalam meberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ,penyusun 
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mengemukakan beberapa referensi yang berkaitan dan menjadi bahan                       
perbandingan sekaligus pedoman didalam penelitian ini,diantaranya: 
 Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tahun 1998 
yang membahas tentang bantuan hukum dan penjelasannya,serta pemberian        
bantuan hukum  secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu,untuk 
mendapatkan hak-haknya.Sesuai dengan penelitian ini yang membahas peranan 
LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 
 Frans Hendra Wiranarta dalam bukunya Bantuan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Tahun 2000 yang membahas tentang bantuan hukum,lembaga bantuan 
hukum,hak asasi manusia,dan undang-undang yang mengatur tentang bantuan dan 
penerimaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima yaitu masyarakat 
yang tidak mampu,dan tata cara pemberian  bantuan hukum secara cuma-cuma.  
Dalam buku ini penyusun lebih mengarah ke peranan lembaga  bantuan hukum     
dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 
Nurjannah dalam skripsinya yang berjudul ”Peranan Lembaga Bantuan 
Hukum Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum,di Kota          
Makassar yang diselesaikan pada tahun 2015 yang membahas tentang peranan   
lembaga bantuan hukum dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan 
hukum,Dalam skripsi ini juga membahas tentang bantuan hukum secara cuma-
cuma yang diberikan kepada seorang anak dalam perkara pidana,skripsi ini banyak 
membahas tentang bantuan hukum secara cuma-cuma dan perkara pidana sehingga 
penyusun banyak mengambil referensi dari skripsi tersebut. 
           Berdasarkan  Referensi dan hasil penelitian,maka penulisan yang dilakukan 
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penyusun berbeda dari penelitian  terdahulu penyusun membahas Peranan LBH 
Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.  
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui sejauh mana peranan LBH Makassar dalam 
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat peranan  LBH 
Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Diharapkan dapat memberikan yang berkaitan  kontribusi bagi      
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 
khususnya. 
b. Dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat, bangsa, 
Negara dan agama. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. TINJAUAN UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM 
Ada beberapa tinjauan dalam mengkaji tentang lembaga bantuan hukum 
antara lain sebagai berikut:  
1. Sejarah Bantuan Hukum 
     Sebelum kemerdekaan bantuan hukum diberikan secara dermawan pada 
seseorang yang peduli terhadap bangsa indonesia yang dijajah pada saat itu.maka 
dari itu pada zaman itu seseorang yang paham akan hukum memberikan 
pertolongan bantuan hukum tanpa meminta imbalan pada seseorang penerima 
bantuan hukum. 
           Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan 
tanpa menharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian 
keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan 
maksud untuk menciptakan kedamaian.13 
Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan 
memberikan jasa untuk: 
a. Memberikan nasehat hukum 
b. Betindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun 
yang buta hukum14 
Dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di sebutkan bahwa 
penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Koalisi Untuk 
                                                          
13Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2008).hal 70.  
14Bambang Sunggono , Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,(Bandung: Mandar 
maju,2001),h.8  
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Bantuan Hukum (KUBAH) dalam Draf Ranjangan Undang-Undang Bantuan 
Hukum versi KUBAH sebelum Undang-Undang ini ditetapkan mengusulkan agar 
definisi penerima bantuan hukum tidak semata-mata hanya diterjemahkan orang 
yang tidak mampu secara ekonomi, namun juga orang atau kelompok yang 
termarjinalkan karena suatu kebijakan publik, orang atau kelompok yang hak-hak 
sipil dan politik,komunitas masyarakat adat,perempuan dan penyandang cacat 
hingga mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti penggusuran dan 
lain-lain.15 
Pemberi bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan 
sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Seseorang yang 
mengajukan permohan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan 
bukti-bukti tentang kemiskinannya,misalnya dengan memperlihatkan suatu 
pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penhasilannya yang rendah 
atau orang tersebut sama skali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain 
yang berhubungan dengan kemiskinan. Untuk menjelaskan suatu definisi terhadap 
suatu arti dari ketidakmampuan adalah sukar sekali, meskipun cara-cara untuk 
menyeidiki ketidakmampuan ini tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah 
sangat sulit, tetapi dalam keadaan tertentu seperti lembaga bantuan hukum yang 
didirikan berdasarkan undang-undang dan dibiayai oleh masyarakat, misalnya di 
Singapura, dengan jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan pada 
pengertian bebas maksimum penghasilan yang dapat disisihkan,sehingga dengan 
mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran 
ekonomis. 
Kemudian dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 
                                                          
15  Mochtar Kusumaatmadja, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia,(Bandung; Bina 
cipta,1975),h.7. 
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ayat (3) Menentukan bahwa, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan 
hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. 
Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyrakatan 
dalam konteks aturan ini bisa menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Dimana didalam 
Pasal 8 ayat (1 dan 2) Menentukan: 
1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum 
yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. 
2) Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meiputi: 
a. Berbeda hukum; 
b. Teraktreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; 
c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 
d. Memiliki pengurus;dan 
e. Memiliki program bantuan hukum. 
 Hal diatas sangatlah berbeda pengertiannya dengan definisi Bantuan 
Hukum dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 menentukan: 
“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari 
keadilan yang tidak mampu”. Sehingga yang ditiitk beratkan dalam UU Bantuan 
Hukum adalah aspek kewajiban dan tanggung jawab negara memalaui Kemnetrian 
terkait(Kemenkumham), namun dalam tekhnis pelaksanaannya diserahkan kepada 
masyarakat melalui Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyrakatan 
yang telah memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang atau Peraturan-
peraturan dibawahnya. Sedangkan dalam UU Advokat yang dititik beratkan adalah 
kewajiban seorang advokat sebagai Officium Nobille. Walaupun demikian, UU 
bantuan Hukum ini secara jelas menyebutkan posisi Advokat menjadi bagian dari 
Pemberi Bantuan Hukum yang dalam hal ini bernaung dalam wadah Lembaga 
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Bantuan Hukum atau Oraganisasi Kemasyrakatan.  
Dalam konteks UU Bantuan Hukum ini bisa dikatakan bahwa untuk 
menjalankan fungsi seperti proses konsultasi, pendidikan hukum, investigasi 
maupun dokumentasi dapat dilakukan seorang Advokat. Untuk mengatasinnya 
biasanya dilakukan dengan merekrut Voluntar Lawyer, yaitu advokat yang menjadi 
relawan di organisasi bantuan hukum maupun Ghost Lawyer, yaitu advokat 
mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan persidangan seperti gugatan, 
jawab-menjawab dalam peradilan perdata, namun yang hadir/menhadap di 
Persidangan adalah pencari keadilan sendiri. 
Adapun unsur-unsur Bantuan Hukum sebagai berikut: 
1) Adanya jasa hukum, yaitu pemberi bantuan diberikan dalam ruang 
lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh orang yang 
membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah 
hukum sedangkan orang tersebut kurang mengerti hukum atau 
kurang mengetahui hukum dan termaksud orang yang tidak mampu 
dalam segi keuangan. 
2) Tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar maupun di dalam 
pengadilan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan 
hukum berupa pembelaan-pembelaan yang dilakukan sebagai 
pembela/penasehat hukum dalam perkara pidana yang dilakukan 
mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. 
Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam 
penanganan perdata/tata usaha negara untuk menjadi kuasa guna 
mewakili, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan 
orang yang membutuhkan bantuan hukum baik di dalam maupun di 
pengadilan. 
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3) Adanya nasehat-nasehat hukum, yaitu Memberikan nasehat 
,pertimbangan,pengetian dan pengetahuan hukum kepada orang 
yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-
permasalahan hukum yang sedang dihadapi. 
  Bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu tetapi jangan 
diartikan hanya sebagai bentuk belas kasihan kepada yang lemah semata. 
Seharusnya selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan 
gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia juga untuk mewujudkan 
cita-cita negara kesejahteraan dan keadilan sosial.  
2. Pengertian Lembaga Bantuan hukum 
Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga  yang memberikan 
bantuan hukum pada semua pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan didunia. 
Berdasarkan surat mandat Dapartemen Kementrian Hukum dan Ham terkait dengan 
penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang bantuan 
hukum. 
Dalam perkembangannya LBH terbagi dalam dua kelompok yaitu: 
a. Lembaga Bantuan Hukum Swasta 
Lembaga ini yang telah muncul dan berkembang belakangan ini. 
Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam 
profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari 
sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang 
pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep 
dan programnya dapat dikatakan: 
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a) Menitik beratkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan 
masyarakat kecil yang tidak mampu 
b) Memberikan nasihat hukum di luar pengadilan terhadap 
buruh,tani,nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya di 
ambil 
c) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara lansung di 
sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana 
d) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakaukan secara 
cuma-cuma  
b. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi 
           Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum.Lembaga 
inipun hampir sama dengan LBH swasta,tetapi lembaga ini kurang populer 
dan mengalami kemunduran16 
Adapun LBH didirikan dengan konsep awal  melindungi masyarakat dari 
penindasan hukum yang kerap menimpa mereka . Konsep ini kemudian dituangkan 
dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH 
adalah : 
a. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin 
b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat,terutama 
mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum 
                                                          
16Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia,2001),h .25.  
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c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi 
kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang17 
3. Tugas dan Ruang Lingkup Lembaga Bantuan Hukum 
Berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011 Pasal 6 
ayat 2, memberikan Tugas dan Wewenang sebagai berikut: 
a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan 
Hukum 
b. Menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-
asas pemberi bantuan hukum 
c. Menyusun anggaran bantuan hukum 
d. Mengelolahbantuan hukum secara efektif efesien,trasparan, dan 
akuntabel 
e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan 
hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun 
anggaran18 
4. Peranan/Fungsi Lembaga Bantuan Hukum  
    Mengenai peranan dan fungsi LBH adalah sebagai berikut : 
a. Public service, yaitu Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis 
karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau 
kurang mampu untuk mengunakan dan membayar jasa advokat , maka 
                                                          
17Binziad Kadafi, dkk.,Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung 
Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta:pusat Studi Huku, dan kebijakan Indonesia,2002), 
h.163.  
18 Republik Indonesia, Undang-undang RINomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 
Hukum, (Jakarta :Bphntv,2013),h.2. 
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Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan cuma-
cuma. 
b. Sosial aducation, yaitu Sehubungan dengan kondisi sosial ultural, 
dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis 
serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-
penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar 
lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut 
hukum. 
c. Perbaikan tertib hukum, yaitu Sehubungan dengan kondisi politik, 
dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan 
di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khusunya, 
akan tetapi partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-
kritik dan saran-saran nya untuk memperbaiki kepincangan-
kepincangan/mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan 
masyarakat. 
d. Pembaharuan hukum,yaitu Dari pengalaman-pengalaman praktis dalam 
melaksanakan fungsinya ditemukan banyak skali peraturan-peraturan 
hukum yang sudah usang tidak memenuhi kebutuhan baru,bahkan 
kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. 
e. Pembukaan lapangan kerja, yaitu Bedasarkan kenyataan bahwa dewasa 
ini terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak 
atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan 
yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. 
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f. Practical training, yaitu Kerjasama antara lembaa dan fakultas-fakultas 
hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada 
kedua belak pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat 
dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum 
dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana 
para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan 
kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan 
dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman. 
 
B. Tinjauan Umum Stadar Operasional 
1. Legal Aid 
 Bantuan hukum,sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan 
hukum ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu 
membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan 
hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat 
hukum. Jadi Legal Aid  berarti pemberian jasa di bidanghukum kepada seseorang 
yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini : 
a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; 
b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhusukan bagi yang tidak 
mampu dalam lapisan masyarakat miskin; 
c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah 
menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat 
kecil yang tidak punya dan buta hukum. 
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2. Legal Assistance 
 Pengertian Legal Assistance menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan 
hukum lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari 
penasehat hukum ebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu ahli 
hukum,legal assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja 
tanpa terkecuali. Artinya, Keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan 
hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang 
mampu membayar prestasi. 
Bagi sebagian orang kata Legal Aid  selalu harus dihubungkan dengan orang 
miskin yang tidak mampu membayar advokat,tetapi bagi sebagian orang juga 
mengatakan Legal Aidini di tafsirkan sama dengan Legal Assistance yang biasanya 
punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukumdari masyarakat advokat kepada 
masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini 
adalah Legal Aid sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.19 
 
3. Legal service  
Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari legal service adalah pelayanan 
hukum,sehingga dalam pengertian legal service , bantuan hukum yang di maksud 
sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada 
khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada 
seseorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh 
                                                          
19 Yahya Harahap, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP(Jakarta : Sinar Grafika,2009), 
h.344.  
21 
 
 
 
nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak 
dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah legal serviceini merupakan 
langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum 
didalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan 
tingkat penhasilan,kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai idividu-
individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide Legal 
service yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut : 
1) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasional 
bertujuan menhapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam 
penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang 
berpenhasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber 
dana dan posisi kekuasaan. 
2) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat 
yang memerlukan, dapat mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri 
oleh aparat penegak hukum dengan jalan menhormati setiap hak yang 
dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan 
yang kaya dan miskin. 
3) Di samping untuk menegakkaan hukum dan penhormatan kepada yang 
diberikan hukum kepada setiap orang, Legal servicedi dalam 
operasionalnya,lebih cenderung untuk menyeselasikan setiap 
persenggetaan dengan jalan menempuh perdamaian.20 
                                                          
20 Yahya Harahap, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP(Jakarta : Sinar 
Grafika,2009),h.344 
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Bantuan hukum memiliki dua konsep, yaitu konsep probono dan konsep legal  
aid. Dalam konsep prabono meliputi empat elemen, yaitu: 
1) Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum 
2) Sukarela 
3) Cuma-Cuma  
4) Untuk masyarakat yang kurang terwakili dan rentang. 
Sedangkan konsep Legal Aid merujuk pada pengertia“state 
subsidized”artinya, Pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh 
negara.21 
Perkembangan paradigma mengenai hukum yaitu hubungan hukum 
dengan hal-hal lain diluar hukum. Ini dikenaljuga istilah advokasi . Konsep 
advokasi mencakup kegiatan-kegiatan yang menyangkut aktivitas mempengaruhi 
penguasa tentang masalah-masalah yang menyangkut rakyat ,terutama mereka yang 
telah dipinggirkan dan dikucilkan dari proses politik.22 
Adapun Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Menurut PP No 
42 Tahun 2013 ,Untuk memperoleh Bantuan Hukum,Pemohon Bantuan Hukum 
harus memenuhi syarat (pasal 3): 
a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit 
identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai 
pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum 
b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara,dan 
                                                          
21 Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia,(Jakarta:Cendana 
Press,1983),h.22. 
22 Valerie Miller , Pedoman Advokasi (Jakarta: yayasan Obor Indonesia ,2005), h.12. 
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c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, kepala Desa, atau 
pejabat setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. 
Mekanisme pemberian bantuan hukum : 
a. Pemberian bantuan hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum 
secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum 
b. Permohanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
(a) Identitas pemohon bantuan hukum.dan 
(b) Uraian singkat mengenai pokok persoalan  yang dimintakan Bantuan 
Hukum. 
c. Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
melampirkan: 
(a) Surat keterangan miskin dari Lurah,Kepala Desa,atau pejabat yang 
setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum,dan 
(b) Dokumen  yang berkenaan dengan perkara.   
 
C. Tinjauan Umum Pencari Keadilan 
1. Pencari Keadilan 
Perjuangan mendapatkan keadilan telah melahirkan banyak elegy penegak 
hukum di Indonesia mencatat riwayat orang-orang yang terjerumus kedalam 
perangkat hukum meskipun mereka sebenarnya bukan pelaku   kejahatan. Sistem 
penegak hukum yang trasparan, korup, dan pengungkapan kejahatan berbasis 
‘pengakuan’ telah melahirkan  korban Linggah  dan Pacah. 
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2. Pencari Keadilan yang tidak mampu 
Dalam hukum positif Indonesia , kata Justiciabelelen identik dengan istilah 
Pencari keadilan yang tidak Mampu. Kita bias melihat istilah itu dalam Pasal 22 
ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat .Para pencari keadilan yang tidak 
mampu itu masih disebut klien, dan tidak didefinisikan sama skali 
Barulah dalam PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara 
Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma , Istilah ‘Pencari Keadilan yang 
Tidak Mampu disingkat Pencari keadilan diartikan, Yaitu orang perseorangan atau 
sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu ,yang memerlukan jasa 
hukum advokat untuk menangani atau menyelesaikan masalah hukum. 
Dalam konteks terakhir ,justiciabelen dimaknai sebatas mereka yang akan 
mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma karena’ secara ekonomi tidak 
mampu’.suatu lema dalam bahasa memang bias mengalami penyempitan atau 
perluasan makna. 
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BAB III 
                               METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah jenis penelitian hukum 
normatif-empiris yaitu penelitian berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada 
dan kenyataan atau fakta sosial yang terjadi dimasyarakat. 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penyusun pada Kantor Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar,yaitu kepada advokat-advokat yang meberikan bantuan hukum 
secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu.Lokasi ini penyusun 
pilih sebab  banyaknya keluhan masyarakat miskin tentang mahalnya biaya bantuan 
hukum, tetapi Lembaga Bantuan Hukum Makassar hadir untuk menjawab keluhan 
masyarakat tersebut, dikarenakan Lembaga Bantuan Hukum Makassar siap 
memberikan bantuan hukum secara cumaa-cuma kepada pencari keadilan yang 
tidak mampu. 
Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan ,sejauh manakah peranan Lembaga 
Bantuan Hukum Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma? 
Hal inilah yang membuat saya tertarik meneliti di Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar. 
  
 
1 
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B. Pendekatan Penelitian         
1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku,yang memiliki korelasi dengan masalah 
yang diteliti. 
2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul 
dalam masyarakat. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data adalah tempat diperolehnya data,sumber data meliputi: 
1. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan 
mengikat. Bahan hukum primer ,meliputi: 
1) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945; 
2) Peraturan perundang-undangan;3) 
3) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah,seperti KUHP 
2. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, Seperti,misalnya naskah 
akademis,rancangan undang-undang,hasil penelitian ahli hukum,dan lain-
lain. 
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, 
misalnya kamus,ensiklopedia,dan lain-lain.kamus yang sering dirujuk oleh 
peneliti hukum,meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus 
Bahasa Inggris. 
D. Metode pengumpulan Data 
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Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu: 
1. Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari 
teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang 
direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol 
keandalan(reabilitasi) dan kesahihannya(validitasnya). 
Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses-
proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal 
terpenting yang harus diperhatiakn ialah mengendalikan pengamatan dan ingatan si 
peneliti. 
Pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami, mencatat data 
yang diperoleh dari berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta data 
primer yang diperoleh dari Advokat-advokat yang berkaitan dengan penelitian.23 
2. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak 
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara 
terhadap Advokat-advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma  di 
Lembaga Bantuan Hukum Makassar.24 
                                                          
23Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial, h. 54 
24Husaini Usman dkk ,Metode Penelitian Sosial (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara,2004),h. 
58  
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3. Dokumentasi Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk 
surat-surat. Sifat utama data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang 
kepada peneliti untuk melihat data yang terjadi beberapa waktu silam. 
Secara detail beberapa macam documenter terbagi beberapa surat-surat 
pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping dan lain-lain. 
Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang 
di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, 
gambaran atau arkeologis.25 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument atau alat penelitian    adalah 
peneliti sendiri sehingga peneliti harus vilidasi. Vilidasi terhadap  peneliti, meliputi: 
pemahaman metode penelitian, penguasaan wawancara terhadap bidang yang 
diteliti,kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik 
maupun logikanya. 
F. Metode pengelolaan dan Analisis Data 
Penelitian ini mengunakan berbagai teknik pengolaan data yaitu: 
1. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, focus, kategori, 
atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan analisis. 
                                                          
25Lexy Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 
2007), hal. 186. 
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3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang 
direduksi dan disajikan. 
Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik 
pengolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual 
dan   teoretik. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi   satuan-satuan 
yang dapat dikelolah, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kepada orang lain.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
26  Lexy Maleong, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:PT Remaja Rosda 
Karya,2007),.h.47. 
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  BAB  IV 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
 
Lembaga Bantuan Hukum Makassar adalah lembaga organisasi non profit 
di dalamnya terdapat beberapa unsur yang tidak dapat terpisah. Lembaga bantuan 
hukum Makassar terletak di kota Makassar Jl. Pelita Raya 6 Blok A.34.No.9,yang 
di dalamnya terdiri dari direktur,skertaris,bendahara,devisi hak ekonomi,sosial,dan 
budaya,devisi hak dan politik, devisi hak perempuan dan anak,staf devisi,dan 
karyawan.27 
 
1. Latar belakang berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
a. Kurangnya advokat yang memberikan bantuan hukum secara  cuma-cuma. 
 
Lembaga bantuan hukum pada umumnya da n terkhusus Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar terbentuk dari sebuah keprihatinan advokat terhadap pencari 
keadilan khususnya yang tidak mampu. Banyaknya dana yang harus di keluarkan 
ketika ingin didampingi masyarakat sangatlah menyulitkan masyarakat untuk 
memperjuangkan haknya.28 
b. Menumpuknya perkara yang tidak di dampingi advokat 
 
                                                          
27 Aulia Susantri (25 Tahun),Staf Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar,WawancaraMakassar,14 Juni 2017. 
28 Haerul Karim (26 tahun),Staf Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar,Makassar 14 Juni 2017. 
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Sebagaimana beberapa undang-undang yang mewajibkan adanya Advokat 
dalam beracara di pengadilan menekankan pentingnya hadir advokat. Pasal 37 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Setiap 
orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum.Bantuan 
hukum dalam pasal ini diberikan oleh seorang penasehat hukum atau saat ini lebih 
dikenal dengan “advokat”.29.Dan menurut ketentuan pasal 38 Undang- Undang 
Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,seorang tersangka sejak saat 
dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta 
bantuan advokat.30 Selain itu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan yang 
mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka atau di dakwa 
melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan. Di dalamnya juga 
mengatur hak-hak tersangka/terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh 
aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka 
/terdakwa berjalan secara adil dan berimbang. 
2. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
LBH Makassar awalnya bernama LBH Ujung Pandang, didirikan pada 
tanggal 23 September 1982 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN 
(Persatuan Advokat Indonesia) dan kemudian bergabung Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ide pembentukan LBH Makassar ketika itu 
                                                          
29 Republik Indonesia, “ undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman”h 4 
30 Republik Indonesia, “ undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman” h 4 
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dikerjakan sebuah tim yang terdiri atas beberapa advokat senior seperti M.Ilyas 
Amin SH, Harry Tio, SH, M.Arsyad Ohoitenan SH, Fachruddin Solo SH, serta 
Sakurayati Trisna SH. 
Pemberian nama “LBH Makassar” merupakan satu kesatuan, dimana 
pencantum nama ibukota provinsi . Makassar adalah suatu identitas dari kantor 
LBH yang merupakan cabang dari YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia) yang saat ini memiliki 15 (lima belas ) kantor cabang yang 
berkedudukan di beberapa ibukota provinsi dan diberi nama sesuai dengan ibukota 
provinsi. Kepemimpinan LBH Makassr di mulai dari M. Ilyas Amin SH sebagai 
Direktur Pertama untuk periode 1983 -1986. A. Rudiyanto Asapa selama dua 
periode, yakni periode 1989-1992. Direkutr ketiga adalah Nasiruddin Pasigai SH 
untuk periode 1993-1996, Mappinawang SH,1997-2003, dan M, Hasbi Abdullah, 
SH periode 2004-2007, Abdul Muttalib, SH 2008-2011, Abdul Azis, SH 2011-
2015,dan Haswandy Andy Mas, SH 2016-sekarang. 
3. Visi Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
a. Terwujudnya trasformasi politik daerah yang lebih demokratis sebagai 
upaya membongkar tatanan dominasi Negara dalam mewujudkan 
kedaulatan rakyat yang berprespektif gender. 
b. Mewujudkan sistem hukum dan administarasi hukum yang menjamin 
partisipasi masyarakat dalam menentukan setiap keputusan politik 
terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik31 
                                                          
31 LBHM,provil lembaga bantuan hukum Makassar 
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4. Misi Lembaga Bantuan Hukum Makassar  
a. Terwujudnya masyarakat yang menjungjung tinggi prinsip-prinsip 
keadilan sosial merupakan cita-cita seluruh rakyat indonesia .Prinsip-
prinsip keadilan sosial ini ditandai dengan adanya penyelenggaraan 
negara yang mengimplementasikan kesejahteraanrakyat dan tumbuh 
serta berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu 
mengontrol penyelenggaraan Negara. 
b. Mendorong trasformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat dan 
berkeadilan gender. Trasformasi politik di tujukan bagi pembukaan 
peluang untuk mengoreksi relasi-relasi kekuasaan yang menindas 
seperti sekarang,dimana mayoritas masyarakat Indonesia yakni, 
petani,nelayan, buruh menjadi subordinasi kelompok 
penguasa.Pengusaha yang dimakasud disini dapat bernaung dalam 
birokrasi ,partai politik,dan institusi negara lainnya. 
c. Mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi 
,sosial dan budaya. Terjaminnya hak-hak merupakan jawaban bagi 
gerak modal MNCS/TNCS dan ancaman lembaga keuangan 
internasional. Hanya dengan sumber-sumber ekonomi ditangan 
masyarakat akan tercipta kesejahteraan yang sebenarnya . Jika tidak 
,maka nasyarakat kita hanya menjadi konsumen dan penyedia  tenaga 
kerja yang murah serta penerima sampah dan limbah proses produksi.    
d. Mendorong tumbuhnya organisasi rakyat sebagai sarana perjuangan 
kolektif. 
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e. Mendorong kondisi awal yang mengadakan pembaharuan hukum yang 
tanggap terhadap keutuhan masyarakat. 
5. Prinsip -prinsip Perjuangan Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
a. Layanan bantuan hukum diberikan pada golongan yang tidak mampu 
dari segi ekonomi dan tidak mampu dari segi politik. 
b. Pengandi hukum, menegakkan hukum dengan tidak membiarkan 
adanya perbuatan yang melawan hukum dan tidak berkompromi 
dengan penyelenggaan hukum. 
c. Pengabdi hukum selalu mendahulukan kepentingan kolektif dari pada 
kepentingan pribadi. 
d. Dan memperjuangkan tujuan dan misi Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar, para aktivis tidak dibenarkan berkompromi dengan 
ketidakadilan dan pelanggaran HAM. 
6. Nilai-Nilai Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
a. Kejujuran 
b. Non diskriminasi 
c. Partisipasi 
d. Trasparan 
e. Akuntebel 
f. Non kekerasan 
g. Independen 
h. Imparsial 
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7. Fokus Issu 
a. Tanah dan sumber daya alam 
b. Lingkungan hidup 
c. Buruh, buruh migran dan miskin kota 
d. Perempuan dan anak 
e. Hak sipil dan politik ekonomi, social dan budaya. 
8. Program Kerja Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
 
a. Advokasi hukum dan Ham 
b. Pengembangan sumber daya hukum masyarakat 
c. Studi dan penelitian 
d. Pengembangan jaringan kerja informasi dan dokumentas. 
9. Struktur kerja Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
a. Direktur :Haswandy Andy Mas, SH 
 
-Wakil Direktur Bidang Penanganan Perkara :Syafruddin J. Marappa, 
SH 
-Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Pusat dokumentasi Bantuan 
Hukum:Suharno, SH 
-Wakil Direktur Bidang Pngembangan Sumber Daya Ekonomi 
Oragnisasi:Muhammad Haedir, SH 
-Manager Keuangan: Yohana Yunita Kansil,SE. 
b.   Divisi Hak Ekonomi ,Sosial dan Budaya 
      -Koordinator Bidang Hak atas Tanah: Firmansyah,SH 
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      -Koordinator Bdang Hak atas Lingkungan Hidup: Edy Kurniawan 
Wahid, SH 
      -Koordinator Hak Buruh dan Miskin Kota: Moh. Alie Rahangiar, SH. 
c.   Divisi Hak Sipil dan Politik 
       -Koordinator Bidang Hak Sipil: Abdul Aziz Dumpa, SH 
       -Koordinator Bidang Hak Politik dan Anti Korupusi: Andi Haerul  
Karim, SH 
d.  Divisi Perempuan dan Anak 
     -Koordinator Bidang Hak Perempuan dan Anak: Aulia Susantri, SH 
e.  Staff Divisi 
     -Ayu Husnul Hudayah, SH 
     -Ahmad Efendi Kasim, SH 
     -Muhammad Ridwan, SH 
f.  Karyawan 
     -Sekertaris: Rezky Pratiwi, SH 
     -Admistrasi: Ratna Kahali, SH 
     -Staff Keuangan: Nurhasana 
     -Koordinator Bidang Informasi dan Pendokumentasi Kasus: David Fau, 
SS 
     -Office Boy dan Penjaga Malam: Jamal. 
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10. Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 1 
yaitu: “Segala warga Negara bersamaan  kedudukannya dalam hukum dan 
Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya” dalam Pasal 27 Ayat 1 hubungannya 
dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara untuk memperoleh 
persamaan kedudukan dalam bidang hukum 32,yaitu berupa kesempatan yang sama 
guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan. 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Masalah 
mengenai bantuan hukum terdapatdalam bab 4 syarat dan tata cara pemberian 
bantuan hukum pada Pasal 14 Ayat 1 dan 2, hubungan pasal tersebut dengan 
bantuan hukum adalah menjelaskan tentang persyaratan untuk memperoleh bantuan 
hukum dan tata cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis.   33 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat 
dalam Pasal 18. Hubungan Pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah seseorang 
yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai  
adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.34 
PP No 83 Tahun Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 
Secara cuma-cuma. 
                                                          
32 Republik Indonesia,Undang-Undang dasar 1945 
33 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 
34 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi 
Manusia 
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Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu 
terdapat Pasal 2,3,5,10 dan, 12. Hubungan Pasal 2 dengan bantuan hukum adalah 
bahwasanya advokat diharuskan untuk memberikaan bantuan hukum secara cuma-
cuma kepada lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari 
pangkat. 
Pasal 3 Ayat (1 dan 2) hubungannya dengan bantuan hukum bahwasanya 
yang dimakasud dengan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma berlaku 
disetiap tingkatan proses peradilan, baik didalam maupun diluar persidangan. 
Pasal 5 hubungannya dengan bantuan hukum adalah suatu permohonan 
bantuan hukum secara cuma-cuma boleh diajukan secara bersama-sama oleh 
pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan 
hukum. 
Pasal 10 hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dalam 
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang 
sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau 
honorium. 
Pasal 12 Ayat (1dan 2) hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat 
dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma ,dan apabila 
terjadi penolakan permohonan pemberi bantuan hukum, maka permohonan dapat 
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mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum 
yang bersangkutan.35 
11. Sumber dana Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
a. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Dalam sebuah MOU atau nota kesepakatan kementrian hukum dan ham 
memberikan dana sebesar 35 juta dalam setahun untuk mendampingi 
masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. 
b. Klien yang mampu 
Klien yang mampu juga turut serta dalam pendanaan pencari keadilan. 
c. Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) 
Dalam hal ini LBH Makassar juga turut andil dalam pembuatan 
peraturan daerah (PERDA) yang tentu juga mendapatkan bagian dalam 
pembuatan perda tersebut ,jadi dana yang di dapatkan dalam hal 
pembuatan Perda juga dimasukkan dalam kas LBH Makassar. 
d. Donor 
Donor yang turut membantu LBH makassar adalah Organisasi yang 
memiliki visi misi yang sama dengan LBH Makassar .36 
 
B. Tugas dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
 
Melihat pengertian diatas maka peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat 
dibutuhkan bagi masyarakat miskin dalam hal penyelesaian dan 
pendampingan,layanan hukum yang dapat diberikan mencakup layanan bantuan 
hukum litigasi dan nonlitigasi. 
Adapun pengertian landasan Hukum beberapa tugas dan fungsi Lembaga 
Bantuan Hukum Makassar antara lain: 
 
 
                                                          
35 Republik Indonesia, PP No 83 Tahun Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan 
Hukum Secara  cuma-cuma  
36 Haswandy Andy Mas,SH,Direktur Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar,Wawancara,Makassar,20 juni 2017. 
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1. Litigasi 
Istilah Litigasi  dalam Bahasa inggris “litigation” artinya proses pengadilan 
sehingga litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang 
dijalankan oleh pemberi bantuan hukum terhadap para pencari keadiln, dalam 
rangka mempertahankan hak dan kepentingannya. Bantuan hukum meliputi 
bantuan hukum dalam perkara pidana yang mendapatkan pemberi bantuan hukum 
sebatas mendampingi tersangka/terdakwa dan mengadakan berdasarkan tata cara 
dan prosedur hukum yang ada, baik menyangkut pembelaa, proses penyelesaian 
perkara, dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara adalah pengadilan.37 
2. Nonlitigasi 
a. Pengertian Nonlitigasi 
Nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan, 
tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka 
mengatisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. 
b. Negosiasi 
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau 
lebih para pihak yang mempunyai hal atau berengketa saling melakukan kompromi 
atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa 
untuk mencapai kesepakatan pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, 
sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Beberapa hal yang harus 
diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, diantaranya: 
1) Memahami tujuan yang ingin di capai 
                                                          
37 Sunarti,Hukum Penyelesaian Sengeta.(Jakarta: Sinar Grafika,2007), h.2  
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2) Menguasai materi negosiasi 
3) Mengetahui tujuan negosiasi 
4) Menguasai keterampilan tehnis negosiasi, didalamnya 
menyangkut keterampilan komunikasi. 
c. Mediasi   
 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang 
lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang 
netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang 
biasas disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran 
yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri 
sengketa adalah para pihak.Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat 
memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu 
pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara 
perdata,bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib 
memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut 
gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan, tidak semua orang bisa menjadi 
mediator profesional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam 
sertifikasi khusus. 
d. Arbitrasi  
Arbitrasi adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang merupakan 
bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak 
atau lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak atau lebih kepada satu 
orang arbitrasi ahli yang profesional yang bertindak sebagai hakim atau peradilan 
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yang menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku sehingga disepakati 
bersama oleh para pihak untuk sampai pada putusan terakhir dan mengikat.38 
Selain tersebut atas ada beberapa tugas tambahan yang di bebankan oleh 
Lembaga Bantuan Hukum, diantaranya: 
e. Penyuluhan Hukum 
Undang-Undang  Dasar 1945 dalam penjelasan umumnya menyatakan 
secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum 
(rechstaat)dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat).Dengan 
konsep negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada segenap 
warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di Negara Indonesia, dalam 
rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum, mewujudkan ketertiban, 
keadilan, dan ketentraman masyarakat serta fungsi hukum untuk perubahan 
kehidupan sosial agar lebih berkualitas, maju dan sejahtera, pembangunan yang 
terarah, komprehensif dan berkesinambungan . dan hasilnya dapat disarankan oleh 
seluruh lapisan masyarakat. 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Bahwa setiap warga 
negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah , terhadap 
siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengannaturan 
hukum yang berlaku. 
Dengan menyadari arti pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan 
bermasyarakat , berbangsa, dab bernegara, maka pemeritah menyelenggarakan 
pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum 
                                                          
38 Sunardi,Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan,(mandar:PT Mandar Maju 1999)h 5 
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selain materi hukum dan lembaga bantuan adalah juga pembinaan terhadap budaya 
hukum. 
Kesadaran akan perlunya pembinaan budaya hukum dikarenakan 
berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif  apabila 
masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara 
konsisten,Kegiatan pembinaan budaya hukum diantaranya adalah dengan 
penyuluhan hukum.  
Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan berbagai peraturan 
hukum yang menjadi landasan operasional kegiatan penyuluhan hukum seperti 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 
Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola penyuluhan Hukum,serta telah 
di rencnakannya Tahun 2008 sebagai Tahun Peningkatan Budaya Hukum dengan 
hati Nurani. 
Pembuatan program dan perencanaan serta pelaksanaan secara konkret 
kegiatan penyuluhan hukum telah dilakukan oleh para penyuluh, walaupun belum 
optimal tetapi setidaknya mulai terbukalah fasilitas dan kemudahan untuk 
melakukan berbagai kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah 
bagain dari pembangunan hukum nasional daan pembangunan hukum nasional 
adalah bagian dari pembagunan nasional. Karenanya kegiatan penyuluhan hukuum 
tidak dapat dilepaskan dari rencana besar mengenai bagaimana kehidupan manusia 
(WNI) ingin dibangun agar kualitasnya bertambah baik dan mengarahkan mereka 
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yang intinya agar berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan apa yang 
diamanatkan dalam UUD 1945. 
Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Mneteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-
01.PR>08.10 Tahun 2007 tentang Periubahan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, 
yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan 
penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkaan dan memgembangkan 
kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib 
dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaaku demi tegaknya supremasi hukum. 
Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya adalah agar 
masyarakat tahu hukum,paham hukum,sadar hukum,untuk kemudian patuh pada 
hukum tanpa paksaan , tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman 
seseorang tentang hukum beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang di 
ketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. 
Lebih jelasnya Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-
01.PR.08.10 Tahun  2007 tentang Perubahan atas Perraturan Menteri Hukum dan 
HAM RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, 
menjelaskan mengenai tujuan di selenggarakannya penyuluhan hukum adalah 
untuk mewujudkan kesdran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap 
anggota masyrakat menyadari dan menhayati hak dan kewajibanya sebagai warga 
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negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaka yang sadar , taat 
dan patuh terhadap hukum serta menhormati HAM. 
Visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar 
dilaksanakannya aturan-atauran hukum tanpa menyebabkan perasaan taku akan 
sanksi hukum melainkan patuhnya mereka pada aturan hukum dikarenakan adanya 
kesadaran penghargaannya terhadap hukum. 
Didalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum ada baiknya bila 
materi hukum yang akan diusulkan dibuat skala prioritas yang didasarkan pada 
pengetahuan,pemahan,dan penhayatan terhadap materi hukum ,sehingga untuk 
materi hukum yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa, bernegara dan 
bermasyarakat dapat segera di usulakan agar segera dipahami dan dihayati oleh 
masyarakat. Hal ini tentunya perlu di inventarisir dan berdasarkan pertimbngan 
yang kemprehensif serta didasarkan pada hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, 
kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat. 
Kemudian para penyuluhan harus dapat menyakinkan para masyarakat 
bahwa dengan tahu dan paham hukum banyak hal positif atau keuntungan yang 
diperoleh,antara lain: 
1) Mendapatkan peluang untuk kemudahan yang dilindungi hukum 
2) Tidak mudah dikenai akibat hukum berupa sanksi atau penderitaan 
3)  Tidak mudah dijadikan sasaran eksploitasi oleh advokat yang menjual 
hukum untuk memenuhi kehidupannya 
4) Kesadaran hukum dalam masyarakat 
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Didalam tujuan dari diselenggarakannya penyuluhan hukum yang 
dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :M-
01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 
HAM RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan 
Hukum,terdapat kalimat”untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat”,berarti 
penyuluhan hukum ini sangat erat kaitannya dengan penigkatan kesadaran hukum 
masyarakat,melalui kegiatan penyuluhan hukum inilah masyarakat menjadi sadar 
akan hukum.Kesadaran hukum masyarakat merupakan output darinproses kegiatan 
penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menhargai 
hukum,melalui praktek dilapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang 
bersifat komunikatif dan mapu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menhargai 
hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum 
masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tidak sesuai dengan yang 
dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyrakat, 
dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. 
Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyrakat pada umumnya 
terdiri dari orang-orang  yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan 
patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran 
hukum masyarakat tersebut maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib 
dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku demi tegaknya  supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap 
masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, 
ide,dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalanya hukum di tengah 
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masyrakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh 
anggota masyrakat.  39 
3. Peranan penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat 
Penyuluhan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk 
menjadikan masyarakat sadar hukum, untuk sampai pada sadar hukum, masyarakat 
tidak cukup hanya sekedar tahu dan paham hukum,tetapi diperluakan proses lebih 
lanjut berupa oleh pemikiran. Dengan tercapainya kesadaran hukum maka orang 
tersebut menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pilihanya untuk berprilaku. 
Dengan diselenggraakannnya kegiatan penyuluhan hukum diharapkan masyrakat 
tahu segala peraturan perundang-undangan yang berlaku,setelah mereka tahu dan 
pemahaman meningkat maka mereka akan tergerak untuk menhargai dan patuh 
pada aturan hukum (peraturan perundang-undangan), maka akan tercipta budaya 
hukum dalam bentuk tertib dan taatatau patuh terhadap norma hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremesi hukum. 
Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum dalam 
masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum kepada seluruh lapisan 
masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Untuk tahun 2009-2013 penyuluhan 
hukum telah membuat suatau Grand Design yang disusun oleh Kementrian Hukum 
dam HAM dengan menyesuaikan pada perkembanagn dianamika masyarakat serta 
kemajuan teknologi informasi. Pelaksanaan penyuluhan hukum kedepannya akan 
                                                          
39 Kosmargono, Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika 1989) 
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lebih banyak mengunakan inovasi baru serta peningkatan penggunaan media 
komunikasi yang lebih modern melalui media cetak, media elektronik dan media 
lainnya termaksud juga dalam teknik dan metode penyuluhan hukum.Untuk 
mencapai peningkatan budaya hukum dan membentuk kesadaran hukum 
masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum harus menetapkan arah kebijakan: 
a. Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan 
kepada seluruh masyrakat . Bahwa banyaknya pelanggran hukum yang 
terjadi dikarenakan lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang 
merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara Negara dan 
aparat penegak hukum. 
b. Meningkatkan penggunaan media komunikasi menunjang percepatan 
penyebaran, pengetahuan,pemhaman,dan penghayatan hukum. 
c. Meningkatakan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum 
dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektrinik 
maupun non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi 
informasi. 
d. Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan 
hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi 
manusia secara terus menerus. 
e. Memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik langsung maupun 
tidak langsung , dengan menciptakan slogan-slogan hukum yamg 
melekat dihati masyrakat sehinggamasyrakat tergerak dengan 
sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum. 
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f. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh 
hukum baik dari substansi hukum,sosiologi serta pengenalan perilaku 
masyrakat stempat,sehingga  komunikasi dalam menyampaikan materi 
ukum yang di usul dapat lebih cepat , dipahami,diterima dengan baik 
oleh masyarakat. 
g. Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan 
hukum,agar pesan yang disampaiakan kepada masyarakat  tercapai dan 
diterim secara baik,maka harus melakukan langkah cerdas dalam 
penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat 
kepada tenaga penyuluh. 
h. Law enforcement harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk 
sosialisasi produk-produk hukum karena hukum juga harus memberikan 
perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan bukan untuk 
menyengsarakan. Oleh karena itu penyuluhan hukum harus 
mendapatkan perhatian yang serius. 
Perencanaan Tahun 2008 sebagai Tahun Budaya Hukum adalah sebuah 
momentum penyuluhan hukum untuk  berkiprah lebih baik. Eksistensi penyuluhan 
hukum akan terasa lebih berarti dalam rekonstuksi budaya hukum. Eksistensi 
penyuluhan hukum sangat diperlukan untuk meminimalisir konflik-konflik yang 
ada. 
Dengan demikian dalam kondisi bagaimanapun, proses kegiatan 
penyuluhan hukum harus mempunyai kemampuan untuk tetap membentuk opini 
masyarakat yang baik tentang hukum, dan apabila kemampuannya lemah yang 
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terjadi nanti adalah opini yang membentuk persepsi negatif hukum yang berakibat 
akan semakin jauh harapan dari kegiatan penyuluhan hukum untuk membentuk 
kesadaran hukum masyrakat. 
Adapun Pemberdayaan Hukum dn Hak-Hak Rakyat dimaksudkan sebagai 
upaya pemberdayaan masyarakat dibidang hukum. Misi utama pemberdayaan 
hukum adalah bagaimana membuat hukum-hukum lokal dan hukum Negara dapat 
bermanfaat bagi masyarakat dan Negara dapat bermanfaat bagi masyarakat 
mengatasi berbagai persoalan dalam hubungannya antara relasi masyarakat dan 
Negara atau pihak ketiga lainnya.Persoalan hukum tidak hanya dilihat dalam 
konteks hukum Negara,melainkan juga hukum adat dan hukum lokal lainnya. 
Artinya, persoalan itu tidak dilihat sebagai problematika yang ditimbulkan oleh 
salah satu hukum saja,misalnya oleh hukum Negara yang tidak adil pelaksanaanya, 
melainkan juga dilihat dalam konteks belum diberdayakannya hukum-hukum adat 
maupun hukum lokal lainnya dalam menhadapi sengketa atau konflik antara 
masyarakat dengan pihak Negara maupun pihak luar lainnya. Problem utama yang 
mau dijawab dalam upaya legal empwerment dalam konteks ini adalah menemukan 
sinergi antara berbagai hukum yang tumbuh di tengah masyarakat dengan hukum 
Negara. 
Upaya yang dilakukan adalah Pendampingan Hukum (Non Litigasi), 
Pendidikan Hukum kritis, dengan kelompok sasaran Masyarakat/Komunitas, 
Mahasiswa dan Akademisi serta kelompok-kelompok strategis 
lainnya,dengan,mendorong tumbuhnya prakarsa dan perannserta masyarakat dan 
berbagai pihak dalam Pemberdayaan Hukum melalui Pendampingan, 
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pengorganisasian,Pelatihan,Kajian dan Penelitian serta kegiatan-kegiatan terpadu 
lainnya yang terkait soal pengolaan sumberdaya alam. 
Meningkatkan secara terus menerus Pemberdayaan Hukum sebagai 
Katalisator Perubahan dan Gerakan Sosial dalam pengolaan sumberdaya alam 
kepada berbagai pihak untuk penggalangan dukungan. Mengembangan pendidikan 
alternatif dan karikatif bagi masyarakat . 
4. Kasus Yang Tidak Bisa Didampingi Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar 
Lembaga Bantuan Hukum Makassar ternyata tidak begitu saja menerima 
Klien untuk didampingi, Tetapi ada beberapa kasus yang LBH Makassar tidak mau 
untuk mendampinginya seperti yang dikatakan sebagai berikut: Tidak semua 
perkara yang di tangani LBH. Ada beberapa perkara yang tidak bisa kami 
layani,diantaranya, Perkara kekerasan dalam rumah tangga apabila ia adalah 
pelaku,perkara narkoba apabila ia seorang pengedar, perkara korupsi, dan perkara 
illegal loging.40 
 
C. Sejauh Mana Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam 
Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 
melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,maka dia telah 
menjalankan peranannya.41 
Menurut Haswandy Andy Mas,SH selaku Direktur Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar menyatakan bahwa, Guna melaksanakan peranannya tersebut , 
LBH Makassar melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan atau pembelaan 
umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap 
kliennya di dalam maupun diluar pengadilan.  
                                                          
40 Haswandy Andy Mas,SH(39 tahun),Direktur Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar),Wawancara,Makassar,20 juni 2017. 
41 Soejono Soekanto,Pengantar Sosiologi,(Jakarta:Ghali Indonesia,2012), h.212. 
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b. Mengadakan ceramah ,diskusi penerapan, penerbitan buku dan brosur-
brosur, dan lain sebagainya. 
c. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga / badan-
badan/instansi pemerintah maupun non-pemerintah. 
d. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para 
mahasiswa Fakultas Hukum42.   
Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum Makassar sangat membantu dalam 
menegakkan keadilan sebagaimana perannya dalam membantu orang yang tidak 
mampu baik secara ekonomi dan politik mewujudkan penyamarataan wanita dan 
melindungi anak, Yang di sepesifikasikan menjadi : nelayan, tanih buruh migran 
dan miskin kota demikian juga pada perlindungan anak dan perempuan Sehingga 
dapat terwujudnya cita-cita pancasila khusunya sila ke 5 keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia, begitu juga dengan membantu menciptakan sebuah 
perinsip hukum yang sangat populer ekualiti before the law yaitu persamaan di 
depan hukum tanpa membedakan mampu atau tidak mampu. 
Ada beberapa contoh kasus yang di berikan kepada  pencari keadilan dengan 
cara Cuma-Cuma  oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar, sebagai berikut: 
a.  Kasus penganiyaan terhadap anak,yang terjadi di suatu waktu bulan 
Februari Tahun 2017 bertempat di Jl. Muhajirin V. No.2 Kec. Tamalatea 
,Kota Makassar. 
b. Kasus Perceraian, dimana Sahariah Binti Karim, Umur 38 
Tahun,Agama islam,bertempat tinggak di Jl. Inpeksi PAM lorong 5 
,No.33 A, RT:001, RW:001, Kelurahan Batua,Kecamatan :Manggala 
                                                          
42 Haswandy Andy Mas, SH.Direktur Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar,Wawancara,Makassar,20 juni 2017. 
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,Kota Makassar.telah mengugat Muh. Rusli, umur 37 Tahun, Bahwa 
pada tahun 2015 ,kehidupan rumah tangga antara pengugat dan tergugat 
mulai terjadi perselisihan,dan pertengkaran , Karena tergugat secara 
diam-diam telah menikah sirih. 
c. Kasus Pencurian, yang dilakukan oleh Ruslan Alias Bin Mabe Kadir, 
Pasa suatu waktu di bulan Februari ,Tahun 2017, bertempat di pinggir 
empang Dusun Patenne, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, 
Kabupaten Maros, Telah mengambil suatu barang berupa sepeda motor. 
d. Kasus Sengggeta, dimana pada tanggal 25 Nvember 2016 Nurhayati, dg 
kebo sebagai penggugat, telah melakukan gugatan terhadap tergugat 
Baharuddin Dg. Situju. 
Adapun yang dimaksud kategori mampu dan tidak mampu sebagai berikut: 
1. Kategori tidak mampu dalam litigasi  
Tidak mampu yang di maksud disini adalah bukan karena tidak kemampuan 
dalam hal ketidak tahuan akan hukum saja, tetapi yang terpenting disini yang 
dimaksud adalah pada persoalan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan miskin 
yaitu, dalam bahasa (Arab),kata miskin terambil dari kata Sakana yang berarti diam 
atau tenang ,sedang kata masakinah ialah bentuk jama’ dari miskin yang menurut 
bahasa diambil dari kata sakana yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak 
karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan qana’ah.43 
Adapun SOP kasus melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi sebagai berikut: 
                                                          
43Sidi Gazalba, Asas Agama Islam (jakarta: PT.Bulan Bintang,1985), h. 134.  
54 
 
 
 
Penanganan kasus melalui jalur Litigasi yaitu: 
a. Direktur atau staf yang ditunjukk membuat surat kuasa 
b. Korban/mitra/klien didampingi melapor keaparat penegak hukum maka 
dibuatkan surat kuasa 
c. Jika korban/mitra/klien dirasakan membutuhkan tenaga penerjemah 
bahasa isyarat maka direktur menyiapkannya. 
d. Tim memanggil korban,mitra/klien kekantor lembaga 
e. Direktur memanggil korban/mitra/klien ke kantor,kemudian 
dipersilahkan membaca dan tanda tangan surat kuasa 
f. Pendokumentasian. 
Jika penanganan melalui jalur Non Litigasi yaitu: 
a. Direktur memberikan rujukan ke lembaga jaringan 
b. Jika korban/mitra/klien dirasakan membutuhkan tenaga penerjemah 
bahasa isyarat maka direktur menyiapkannya. 
c. Direktur memanggil korban/mitra/klien ke kantor lembaga, kemudian 
memberikan penjelasan terkait rujukan kelembaga jaringan  
d. Tim memanggil korban/mitra/klien ke kantor lembaga  
e. Pendokumentasiannya. 
Adapun persyaratan untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara 
cuma-cuma dalam Litigasi harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: 
a. Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) 
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Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala 
Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang 
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. 
b. Surat Jaminan Sosial 
Surat Keterangan Tujuan Sosial lainnya seperti Kartu keluarga Miskin 
(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), Kartu Beras Miskin 
(Raskin),Kartu program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Lansung Tunai (BLT), 
Kartu Perlindungan Sosial (KPS),atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan 
daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang 
dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak 
mampu. 
c. Surat Pernyataan Tidak Mampu 
Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pemohon layanan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum pemberi 
layanan Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang terdiri dari: 
a) Formulir permohonan 
b) Dokumen persyaratan yang telah tertera  
c) Kronologi perkara seperti tanggal dan agenda sidang 
d) Dokumen hukum yang telah dibuat di Lembga Bantuan Hukum 
e) Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangani oleh 
petugas lembaga bantuan hukum dan penerima layanan dari layanan 
lembaga bantuan hukum. 
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f) Apabila penerima layanan lembaga bantuan hukum Makassar Tidak 
Sanggup Membayar Perkara , maka petugas LBH Makassar akan 
memberikan Formulir permohonan Pembahasan Biaya Perkara 
untuk diajukan Kepada Ketua Pengadilan44. 
 
Sumber dana dalam melaksnakan bantuan hukum secara cuma-cuma 
diantaranya: 
a. Kementrian hukum dan Ham 
b. Hasil dari subsidi silang 
c. Kerjasama pemerintah daerah 
d. Sponsor. 
 
Adapun prosedur Subsidi silang anggaran yaitu, penukaran sisa, dari 
perkara pencari keadilan yang memang mampu membayar, dialihkan kepada 
masyarakat yang benar-benar tidak mampu,setelah mendaftarkan diri dengan 
prosedur yang ada ,dengan batasan kasus-kasus yang memang membutuhkan 
banyak dana, seperti kasus senggeta tanah.45 
 
2. Kategori mampu dalm Litigasi 
 
Adalah kategori yang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum 
secara cuma-cuma . Namun tetap bisa di dampingi oleh lembaga bantuan hukum. 
Bukan hanya mendampingi orang mampu namun bila memungkinkan menurut 
Haswandi Andy Mas ,SH ,Akan dilakukan subsidi silang dimana akan di 
bebankan atau separuh dari honorium yang di butuhkan akan diberikan kepada 
penerima bantuan hukum. Diberikan yang dimaksud tentu saja bukan diberikan 
                                                          
44 Haswandy Andy Mas,Sh,Direktur Lembaga Bantuan Hukum,Wawancara ,Makassar,20 
juni 2017  
45 Suharno,SH,Advokat Lembaga Bantuan Hukum Makassar,Wawancara, Makassar,14 
November,2017.  
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secara langsung tetapi di pergunakan untuk membantu masyarakat pencari 
keadilan yang tergolong tidak mampu. 
Dalam proses pelayanan orang yang mampu belum ada standar 
operasional yang tertulis namun dalam proses pendampingan hukum lembaga 
bantuan hukum tetap bisa melayani klien yang dianggap mampu tetapi berbeda 
proses pelayanannnya. 
Adapun persyaratan dalam mendapatkan bantuan hukum dalam Litigasi 
sebagai berikut: 
a. Menceritakan kronilogi perkara 
Yang dimaksud dengan menceritakan kronologis suatu perkara adalah 
menceritakan sejak awal kejadian,klikmak kejadian sampai akhir kejadian. Yang 
dimana didalamnya terkandung beberapa unsur penting yang biasa disebut tempus  
dan lokus delikti . 
       Pengertian Tempus delicti dan locus delicti 
1) Tempus delicti 
Tempus delicti, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu 
undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana mengenai 
penentuan soal waktu (tempus delicti) dalam undang-undang hukum pidana tidak 
dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, 
padahal keberadaan tempus delicti perlu demi untuk: 
a) Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat 
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dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana  dalam undang-
undang yang diadakan pada waktu sebelumnya”. Dalam hal apakah 
perbuatan itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang 
dirubah sesudah perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang 
paling ringan bagi terdakwa. 
b) Menentukan saat berlakunya VerJarings termijn (daluwarsa) 
sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu 
permulaan terjadinya kejahatan. 
c) Menentukan hal yang berkaitan dengan Pasal 45 KUHP. Menurut 
pasal ini hakim dapat menjalankan tiga jenis hukuman terhadap 
tersangka yang belum genap berumur 16 tahun,yakni: (a) 
mengembalikan kepada orang tuanya,(b) menyerahkan kepada 
pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman,dan (c) 
menjatuhkan hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan yang 
dilakukan oleh terdakwa.46 
2) Locus delicti 
 Locus selicti adalah ketentuan tentang tempat terjadikan tindak pidana. 
Penentuan tempat delik dalam bahasa latin dikenal dengan lucus delicti.47,yang 
merupakan rangkaian dari kata locus dan delictum. Locus berarti 
“tempat”,sedangkan delictum berarti “tempat kejadian dari kejahatan”. Akhirnya 
                                                          
46 Soerodibroto soenarto,KUHP dan KHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkama 
Agung,(Jakarta: Rajawali pers,2001), h 39. 
47 Erwin Rudi T, Kamus hukum (Bandung: Sinar Grafika,2006), h 35. 
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timbul penyebutan dalam bidang hukum dengan locus regit actum yang berati 
“tempat dari perbuatan menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan itu”. 
Ajaran mengenai tempat delik ini belum diatur ketentuan yang khusus dalam 
KUHP, padahal mengenai soal tempat delik ini snagat penting untuk: 
a) Menentukan berlakunya undang-undang hukum pidana dari segi 
suatu Negara sebagaimana diterangkan di atas, soal ini tidak diatur 
oleh undnag-undang,maka sulit untuk mengetahui hukum pidana 
yang berlaku terhadap orang yang melakukan delik diluar Negara 
asalnya. 
b) Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap 
perbuatan pidana tersebut atau tidak . Hal ini berkaitan dengan 
Pasal 2-9 KUHP. 
c) Menetukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurusi 
perkaranya. Ini berkaitan dengan kompotensi relatif. 
(a) Teori perbuatan materil yaitu menurut teori ini maka yang 
menjadi locus delicti ialah tempat dimana pembuat melakukan 
segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang 
bersangkutan. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana  
perbuatan- perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan 
materil.jadi tempat dimana delik itu diselesaikan tidaklah 
penting.48 
                                                          
48 Utomo warestu adi. Hukum kepolisian di Indonsia(Jakarta: prestasi pusatka 2006), h. 5. 
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(b) Teori alat yang dipergunakan yaitu menurut teori ini ,maka 
delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu 
menyelesaikannya. Menurut keputusan Hoge Raad, maka 
yang menjadi locus delicti adalah tempat di mana ada alat yang 
dipergunakan itu.49 
(c) Teori akibat yaitu menurut teori, maka yang menjadi locus 
delicti adalah tempat munculnya akibat dari delik yang 
dilakukan. 
b. Menandatangani surat kuasa 
Pasal 1972 BW mendefinisikan pemberian kuasa adalah”suatau persetujuan 
dengan mana seseorang memberikan kuasanya (wewenang) kepada orang lain, 
yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. 
Adapun sifat pemberi kuasa adalah sebagai berikut: 
a) Pemberian Kuasa terjadi dengan cuma-cuma , kecuali jika 
diperjanjikan sebaliknya. 
b) Si kuasa tidak dibolehkan melakukan sesuatu apapun yang 
melampaui kuasanya . 
c) Si Pemberi Kuasa dapat mengugat secara lansung orang dengan 
siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut 
dari padanya pemenuhan persetujuannya.  
                                                          
49Rocky marbun SH MH, Cerdik dan taktis Menghadapi kasus hukum,(Jakarta:Jaya karsa 
2009), h.4  
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Kewajiban Si penerima Kuasa dalam pasal 1800-1806 BW sedangkan 
Kewajiban dari Si Pemberi Kuasa itu diatur dalam Pasal 1807-1812 BW. 
Berakhirnya Surat Kuasa diatur dalam pasal 1913-1819 BW, yaitu sebgai 
berikut: 
a) Ditariknya kembali kuasa si Penerima Kuasa  
b) Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa 
c) Dengan meninggal, pengampunan,palitnya si pemberi kuasa atau 
penerima kuasa. 
d) Dengan kawinnya perempuan yang memberi kuasa atau menerima 
kuasa. Setelah SEMA No.1115/b/3932/M/1963 dan Undang- 
Undang Pokok Perkainan No. 1 tahun 1974, maka ketentuan 
tersebut tidak berlaku lagi. 
e) Pengangkatan kuasa baru untuk mengurus hal yang sama 
menyebabkan ditariknya kuasa pertama.50 
c. Menandatangani kesepakatan honorium 
Yang dapat di hitung melalui Komponen Biaya yang Menetukan Besarnya 
Tarip Pengacara. Di Indonesia belum ada undang-undang/ aturan khusus dan baku 
yang mengatur besarnya honorium pengacara. Hal ini dikarenakan sifat dari saja 
pengacara itu sendiri yang sulit untuk dibakukan. Jasa Pengacara tidaklah bisa 
disamakan dengan suatu barang yang di produksi secara massal, karena jenis dan 
kualitas barang yang sama. Sedangkan untuk tarif/harga jasa Pengacara tidaklah 
                                                          
50 Frans satriyo wicaksosno,Panduan lengkap surat-surat Kuasa,(Jakarta : visi media 
,2009), h. 10. 
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semudah menentukan harga suatu barang. Karena setiap kasus hukum tidak ada 
yang identik sama tetapi mempunyai kekhasan yang berbeda-beda. Untuk kasus 
yang sama prosedur penyelesaiaannya bisa jadi sama akan tetapi hasilnya bisa 
berbeda-beda dan sulit diprediksi baik waktu,biaya,resiko,tingkat keberhasilan dan 
lain-lain.51 
Saat ini tarip honorarium jasa pengacara diatur secara umum saja yaitu 
dalam UU Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat. Meskipun tidak diatur secara 
terperinci dan tegas namun secara moral dan etika harus dijadikan acuan oleh para 
Advokat/ Pengacara untuk menentukan besarnya honorarium yang dikenakan 
kepada klien. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: 
a. UU No.18/2003 Tentang Advokat 
1) Pasal Ayat (7): Imbalan Jasa yang diterima harus berdasarkan 
kesepakatan Klien. 
2) Pasal 2 Ayat (1dan2) : Hanya mengariskan bahwa adanya hak untuk 
menerima jasa honorarium atas jasa hukum yang telah diberikannya 
kepada klien, sedangkan mengenai besarnya honorarium itu harus 
ditetapkan secara wajar berdasarkan keputusan kedua belah pihak. 
Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud 
“secara wajar” adalah dengan memperhatikan resiko, 
waktu,kemapuan dan kepentingan klien.52 
b. Kode Etik Advokat 
                                                          
51 Republik Indonesia, surat edaran mahkamah agung no 5 tahun 1962 
52 Republik Indonesia,undang-undang no 18 Tahun 2003 tentang advokat 
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1) Pasal 4 (d) menggariskan Bahwa besarnya honorarium wajib 
mempertimbangkan kemampuan klien. 
2) Pasal 4 (e) disebutkan bahwa tidak dibenarkan untuk membebani 
klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.53 
Meskipun tarip jasa Pengacara tidak bisa disamaratakan serta tidak adanya 
patokan baku, akan tetapi ada beberapa faktor / komponen biaya yang biasa dipakai 
sebagai acuan dan mempengaruhi Pengacara untuk menentukan besarnya Tarif 
(honorarium) yang dikenakan kepada klien. 
c. Waktu dan Tenaga 
Pengacara akan memperhitungkan waktu dan tenaga dalam menangani 
sebuah kasus. Misalnya mengenai kegiatan acara sidang di pengadilan. Untuk satu 
kali acara sidang bisa menghabiskan 1 hari penuh di pengadilan belum lagi didalam 
sidang sering terjadi debat dan adu argumentasi yang panjang. Misalnya satu 
perkara cerai saja umumnya dilalui 7-10 kali tahapan sidang sehingga bisa dalam 
waktu 3-4 bulan. 
d. Ilmu dan pengalaman 
Pengacara Profesional adalah yang handal dan pakar di bidang hukum. Dia 
mempunyai ilmu dan pengalaman serta strategi untuk memenangkan perkara dan 
memberikan servis yang terbaik bagi kliennya. Suatu ilmu dan pengalaman didapat 
dari pendidikan teori dan praktek yang panjang dan penuh pengorbanan dimana hal 
                                                          
53 Peradin, Kode etik advokat 2017 bab iii 
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tersebut merupakan suatu hal yang patut di apresiasi dengan harga yang sangat 
tinggi. 
 
e. Tingkat Kesulitan  
Setiapkasus hukum mempunyai karakteristik/ kompleksitas tersendiri 
dan sangat  bervariasi. Semakin sulit dan kompleks suatu kasus maka 
akan dikenakan tarip honor Pengacara  yang semakin tinggi demikian 
juga sebaliknya. 
f. Biaya Trasportasi / Akomodasi 
Misalnya jika Pengadilan yang memproses kasusnya mempunyai jarak 
yang jauh dengn kantornya si Pengacara maka akan mempengaruhi 
besarnya tarip pengacara tersebut. 
g. Reputasi Nama Besar 
Pengacara kondang yang sudah mempunyai nama besar, berpengalaman 
dan sering mennagani kasus-kasus besar serta sering muncul di media 
akan banyak dicari oleh klien kelas kakap sehingga dia memasang tarip 
yang sangat tinggi. Demikin sebaliknya Pengacara yang masih baru / 
minim pengalaman maka taripnya tentu jauh lebih rendah. 
h. Biaya operaional kantor pengacara 
Meliputi: Biya sewa kantor, Telepon, Listrik, kertas, Printer, Tinta, 
Pulsa, dan sebagainya. 
D. Faktor-Faktor penghambat pemberian Bantuan hukum secara cuma-
cuma di Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
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Aparat penegak hukum tentunya akan menemui hambatan-hambatan atau 
kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum begitu pula halnya dalam 
pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang kurang mampu. 
Maka dalam hal ini dapat terjadi beberapa  faktor-faktor penghambat. 
Menurut Satjipto Rahardjo bahwa, sebagai suatu proses, penegakan hukum 
pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi 
dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan 
proses penegakan hukum sebagaiman diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, 
yaitu komponen subtansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut 
termaksud ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Fakto-faktor ini 
akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu 
komponen akan berimbas pada faktor lainnya. 54 
Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa / tersangka yang tidak 
mampu atau kurang mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-
undangan, hal ini bukan berarti bahwa terdakwa dapat dengan mudah memperoleh 
bantuan hukum dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi 
suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan 
mempengaruhinya . Faktor subtansi, struktur, dan kultural akan sangat menentukan 
proses penegakan hukum atau proses pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau 
kelompok orang miskin dalam suatu perkara. Pembahasan faktor-faktor 
penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin 
                                                          
54 Satjipto Rahardjo,Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,(Jakarta:Genta 
Publishing,2009), h 215. 
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dalam suatu perkara sangat terkait dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. 
Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum-hukum 
dari Soerjono Soekanto. 
Sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum, yang meliputi 
subtansi hukum (legal subtance),struktur hukum (legal structure),dan budaya 
hukum (legal culture),sebagaimana yang telah diuraikan dalam landasan teoritis 
mengenai teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Ketiga sub sistem inilah 
yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak dan ketiga 
sub sistem inilah yang juga menetukan bantuan hukum bagi orang atau kelompok 
orang miskin dalam suatu perkara ,dapat berjalan dengan baik atau tidak. Menurut 
Soerjono Soekanto,sebagaimana yang telah diuraikan di dalam landasan teoritis 
bahwa, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor 
yang mungkin mempengaruhinya.  
Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau 
kelompok orang miskin dalam suatu perkara , jika di kaji dari teori sistem hukum 
dari Lawrence M  Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum dari Soerjono di bedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor subtansi 
hukum (legal substance),struktur hukum( legal structure), dan budaya hukum 
(legal culture). 
1. Faktor Subtansi Hukum ( Legal Subtance) 
Faktor subtansi hukum (legal subtance) dalam hal ini meliputi Peraturan 
Perundang-Undangan , Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
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menyatakan Bahwa,”Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis 
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur 
yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan “. Peraturan Perundang-
Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis 
dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diatur dalam 
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Faktor subtansi hukum ( legal subtance )  , sebagaimana yang telah 
diuraikan Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa, subtansi hukum tersusun 
dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu 
harus berprilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-Undangan. 
Subtansi hukum ( legal subtance) telah menjadi salah satu faktor 
penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau 
kelompok orang miskin dalam suatu perkara. Kelemahan-kelemahan yang ada di 
dalam subtansi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai bantuan 
hukum mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum sehingga dalam prakteknya 
kurang dapat dilaksanakan dengan baik. Peraturan Perundang-Undangan yang 
mengatur mengenai bantuan hukum masih mengandung kelemahan-kelemahan 
yang kurang mengakomodir HAM , orang yang kurang mampu atau kelompok 
orang miskin dan menjungjung tinggi asas equality before the law dalam penegakan 
hak atas bantuan hukum yang seharusnya diberikan secara seluas-luasnya (access 
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to legal counsel) dan tanpa pembatasan. Masih adanya tumpang tindih peraturan 
yang tentu menghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara. 
2. Faktor Struktural Hukum ( Legal Structure) 
Faktor struktural hukum (legal structure) dalam pembahasan ini meliputi 
faktor penegak hukum dan sarana dan fasilitas . Faktor penegak hukum dalam 
pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung 
dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono 
Soekanto, “ yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan 
yang secara langsung berkecimpung dalam penegak hukum yang tidak hanya 
mencakup Law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance “ Soerjono 
Soekanto juga mengemukakan bahwa,”Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak 
yang membentuk maupun menerapkan hukum”.pembahasan mengenai Struktur 
hukum (Legal structure) akan dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1) Faktor internal  
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak 
hukum sendiri. Advokat sangat berperan dalam pelaksanaan bantuan 
hukum karena advokatlah yang secara langsung memberikan jasa 
hukum kepada orang atau kelompok orang miskin dalam bentuk bantuan 
hukum.penegak hukum dari segi internal menunjukkan lemahnya 
kesadaran akan moril dan sosial advokat.Kondisi tersebut mutlak 
menjadi sebuah alasan untuk tidak memberikan bantuan hukum, karena 
ketika advokat memiliki kesadarn yang tinggi, maka advokat akan aktif 
mencari atau menawarkan jasa hukum, mengigat juga pemberi bantuan 
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hukum sangat terbuka, baik di tingkat kepolisian, di Pengadilan Negeri 
melalui Pos Bantuan Hukum dan juga di Lembaga Bantuan Hukum. 
Prakteknya, advokat yang belum pernah memberikan bantuan hukum 
dalam posisinya sebagai advokat baru yang baru iangkat juga menjadi 
kondisi yang logis yang masih bisa dijumpai dalam praktek pemberian 
bantuan hukum. 
2) Faktor eksternal 
Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar 
penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitis, Soerjono 
Soekanto mengemukakan bahwa, “ Tanpa adanya sarana atau fasilitas 
tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan 
lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga 
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. 
3. Faktor Budaya Hukum atau Faktor Kebudayaan  
Menurut Lawrence M. Friedman, sebagaimana yang telah diuraikan 
sebelumnya, budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial ,yang mengacu 
pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, oponi-opini,cara 
bertindak dan berfikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau 
menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Soerjono Soekanto menyatakan 
bahwa”Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku,nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap 
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buruk(sehingga dihindari).Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang 
mencerminkan du keadaan ekstrim yang harus di serasikan. 55 
Definisi budaya hukum dalam kamus hukum adalah,”Sikap-sikap dan nilai-
nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap 
dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum 
dan lembaga-lembaganya , baik secara positif maupun negatif.Berdasarkan 
pendapat-pendapat tersebut diketahui bahwa,budaya hukum dapat meliputi nilai-
nilai mengenai hukum,nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik 
dan buruk,sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan 
hukum dan aparat penegak hukum , dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri 
yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial,yang 
mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum,adat kebiasaan, opini-
opini, cara bertindak dan berfikir. 
4. Faktor Masyarakat 
Mayarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
bantuan hukum dalam suatu perkara , Menurut Soerjono Soekanto,”Penegakan 
hukum berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, 
maka masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat 
juga bisa mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara 
.Soerjono Soekanto menyatakan bahwa.”Dari sekian banyaknya pengertian yang 
diberikan pada hukum,terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat , untuk 
                                                          
55 Soerjono Soekanto,Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan 
Hukum,(Jakarta:Raja Grafindo Persada), h. 59. 
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mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam 
hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa 
penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari 
hukum sebagaimana struktur maupun proses.dan juga menyatakankan 
bahwa,”Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah 
mengenai segi penerapan perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu 
sempit. Selain itu,mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-
undangan yang kadang kala tertingggal dengan perkembangan di dalam 
masyarakat. Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam 
mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum,maka ada 
golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai 
tata hukum atau hukum positif tertulis. Sebagai salah satu akibat negatif dari 
pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah 
adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah 
adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderugan untuk lebih menekankan 
pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua 
bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-
kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan 
pada lahirnya perundang-undangan yang belum berlaku secara sosiologis.  
Adapun menurut Moch Ali, mengatakan bahwa bagi pihak pengadilan untuk 
menunjuk seorang advokat tidak mengalami suatu hambatan yang berarti,sebab 
advokat yang ditunjuk pihak pengadilan selama ini senangtiasa siap,dan bersedia 
untuk mendampingi terdakwa / tersangka selama proses persidangan, apabila ada 
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mungkin hanya advokat yang sudah ditunjuk oleh pengadilan tidak bersedia,akan 
tetapi pada umumnya para advokat yang telah ditunjuk oleh pengadilan senangtiasa 
bersedia. Beliau mengatakan hal yang menjadi penghambat dari pelaksanaan 
pemberian bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu atau kurang 
mampu adalah dipengaruhi oleh minimnya dana bantuan hukum yang disediakan 
oleh Pemeritah melalui Kemnentrian Hukum dan HAM. Dana yang diberikan 
kepada pihak Pengadilan tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan 
akan pendanaan kepada para advokat, agar bersedia untuk memberikat bantuan 
hukumnya secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu melalui Pos 
Bantuan Hukum (POSBAKUM). 
Pemberian bantuan hukum pada saat ini realitas yang ada yaitu pelaku utama 
bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu adalah Lembaga Bantuan 
Hukum. Lembaga Bantuan Hukum Kampus , Organisasi-Organisasi Masyarakat, 
Partai Politik dan Organisasi- Organisasi Non pemerintah lainnya. Sehingga ketika 
kita berbicara tentang perluasan akses equality before the law  dan justice for all, 
kebijakan Pemerintah Melalui regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 
tahun 2008 tentang Persyratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma- 
Cuma (PP Bantuan Hukum) jauh dari memadai karena disamping mempersempit 
ruang lingkup lapangan juga tidak optimal , jumlah advokat sangat tidak memadai 
dibanding jumlah penduduk (miskin) Indonesia dan kebanyakan advokat 
berdomisili dipusat kota besar. 
Berdasarkan wawancara dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum 
Makassar yaitu Haswandy Andy Mas, SH, terkait faktor-faktor penghambat dalam  
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pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Lembaga Bantuan hukum 
Makassar ada dua yaitu: 
1. Faktor anggaran, merupakan faktor utama yang  menjadi penghambat 
LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 
,karna dana yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan Ham untuk 
para pencari keadilan yang tidak mampu hanya 5.000.000.00 (lima juta 
rupiah) dalam satu perkara, sedangkan perkara yang masuk di LBH 
Makassar tiap bulannya sekitar 15 perkara ,bahkan dana itupun tidak 
cukup untuk menyelesaikan satu perkara,karna perkara yang diterima 
oleh LBH Makassar, tidak hanya di wilayah Makassar tetapi juga luar 
daerah makassar. 
2. Kurangnya jumlah staf atau pengacara yang ada di LBH Makassar tidak 
sebanding dengan  jumlah kasus yang diterima oleh Lembaga Bantuan 
Hukum Makassar. 56 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
56 Haswandy Andy Mas, SH,Direktur lembaga bantuan hukum 
makassar,wawancara,makassar,20 juni 2017 
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BAB V 
  PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis  dapat memberi kesimpulan yaitu, 
sebagai berikut:  
1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Sangatlah membawa pengaruh 
besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu khusunya pada 
buruh tani dan masyarakat miskin terlebih lagi dalam pembelaan anak dan 
perempuan dan juga tidak memberikan banyak beban kepada mereka karena 
dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidaklah sulit hanya 
membawa SKTM atau semacamnya maka akan langsung direspon pada 
Pemberi Bantuan Hukum asalkan sesuai dengan Tugas LBH Makassar dan 
Kasusnya bukanlah kasus yang tidak ditangani LBH Makassar seperti 
narkoba ketika ia adalah pengedar, illegallogong,korupsi,dan kekerasan 
dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku. 
2. Faktor penghambat pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma 
a. Faktor anggaran 
b. Faktor sumber daya manusia  
B. Saran – Saran  
1. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan pendanaan yang 
diberikan kepada LBH Makassar, agar para Advokat tidak kewalahan 
memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. 
2. Sebaiknya pemerintah juga menjamin pada para aktivis Lembaga 
Bantuan Hukum seperti para Penegak Hukum dan praktisi Hukum 
1 
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lainnya agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan 
karena alasan ekonomi. 
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